Republik Indonesia Tahun 1956
undang Drt. Nomor 21 Tahun 1
ST Republik Indonesia Tahun 1957), Und
_ K5 R | Tahun 108,Tambahan Lembaran Negara !
i Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tcnmng Si
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran N@ﬂ
Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5462);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

sl |LE
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Pengelolaan dan Penyelenggaman nd .ﬁﬁ

Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5155):

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Ta
2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal,

10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Penidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan didik
Baru pada Taman Kanak — kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
138 Tahun 2017 tentang Penyelenggraan Pelayanan Terpadu
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Surat Permohonan Kepala Sekolah TK
tanggal 24 Februari 2022 perihal tent:
Operasional Penyelenggaraan Pendi
Informal. .
Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan ¢
Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
420/1069/DPK-Sekretariat.1/2022,Tanggal 22 April 2022
tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK
TALANG SERUMPUN.

e
-

MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Formal dan Informal Kepada:

Nama Lembaga : TK TALANG SERUMPUN

Jenis kegiatan : Taman Kanak — Kanak ( TK )
Penyelenggara : YUPRITA PRIATLS.Pd.AUD

Lokasi : Kampung Talang Nagari Kambang Barat

Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir
Selatan
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